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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan perkembangan lelang yang
dimanfaatkan untuk alat penegakan hukum kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) kota Pekanbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 1292/kpdt/2018. Ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini
yaitu mengenai bagaimana kewenangan KPKNL Terhadap Proses Pembatalan
Lelang berdasarkan putusan MA No 1292k/pdt/2018 dan bagaimana kedudukan
putusan MA No 1292k/pdt/2018 dan PermenKeu No 213/Pmk.06/2020 Dilihat
dari sudut peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui serta memahami Kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Terhadap Proses Pembatalan Lelang sesuai kedudukan putusan MA
No 1292k/pdt/2018 dan PermenKeu No. 213/Pmk.06/2020. Ada pun metode
dalam penelitian ini yaitu dengan Yuridis Normatif dengan pendekatan penelitian
kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Putusan MA No 1292k/Pdt/2018
menjadi sumber hukum bagi para pihak yang berperkara, baik itu penggugat
maupun tergugat, dan juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum yurisprudensi,
dan PermenKeu No 213/Pmk.06/2020 bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan kecuali ada putusan dari
lembaga peradilan yang membatalkannya.

Kata Kunci: Pembatalan Lelang, KPKNL, Lembaga Peradilan
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ABSTRACT

This research is based on thedevelopment of auctions which are used for law
enforcement tools for the State Wealth and Auction Service (KPKNL) office of the
city of Pekanbaru which is regulated in the Minister of Finance Regulation No.
1292 / kpdt / 2018. There is also a formulation of the problem in this study,
namely about how the authority of the KPKNL to the Auction Cancellation
Process based on the Supreme Court decision No. 1292k / pdt / 2018 and how the
position of the Supreme Court decision No. 1292k / pdt / 2018 and Minister of
Finance Regulation No. 213 / PMK.06 / 2020 is viewed from the point of view of
laws and regulations. This study aims to know and understand the authority of the
State Wealth and Auction Service Office over the Auction Cancellation Process in
accordance with the position of Supreme Court decision No. 1292k / pdt / 2018
and Minister of Finance No. 213/PMK.06/2020. There is also a method in this
study, namely with Normative Juridical with a qualitative research approach. The
result of this study is that Supreme Court Decision No. 1292k/Pdt/2018 is a
source of law for litigants, both plaintiffs and defendants, and can also be used as
a source of jurisprudence law, and Minister of Finance Regulation No.
213/Pmk.06/2020 that the eagle that has been carried out in accordance with
applicable regulations, cannot be canceled unless there is a decision from the
judicial institution that cancels it.

Keywords: Auction Cancellation, KPKNL, Judicial Institution
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